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ABSTRAK 

 

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah bentuk tindak pidana yang sering 

terjadi di lingkungan sekitar kita. Ada empat bentuk kekerasan dalam rumah tangga 

yaitu fisik, psikis, seksual dan ekonomi/penelantaran rumah tangga. Berdasarkan 

laporan beberapa lembaga kasus kekerasan psikis meningkat lebih tinggi 

dibandingkan kasus kekerasan dalam rumah tangga lainnya. Karena pada dasarnya 

setiap kekerasan dalam rumah tangga yang dialami korban secara tidak langsung 

akan menimbulkan kekerasan psikis. Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai 

pelaksanaan sistem pembuktian tindak pidana kekerasan psikis yang terjadi dalam 

rumah tangga terhadap perkara pidana No. 17/Pid.B/2010/PN PBM serta pembuktian 

yang dilakukan oleh penyidik dan hakim pada kekerasan psikis dalam rumah tangga. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pada 

hakikatnya pelaksanaan sistem pembuktian kekerasan psikis dalam rumah tangga 

pada perkara No.17/Pid.B/2010/PN.PBM sama seperti pelaksanaan sistem 

pembuktian  pada tindak pidana kekerasan lainnya. Namun terdapat sedikit 

penyimpangan pada kuantitas alat bukti bahwa keterangan seorang saksi korban 

sudah cukup membuktikan terdakwa bersalah apabila disertai alat bukti sah lainnya, 

seperti Amnanase. Serta bahwa seseorang yang mempunyai hubungan keluarga 

dengan terdakwa dapat menjadi dipenyidikan maupun persidangan.  Penyidik dan 

hakim melakukan pembuktian yang tidak jauh berbeda dengan pembuktian pada 

perkara pidana lainnya yaitu menguraikan alat bukti yang tercantum pada Pasal 184 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

Kata Kunci: Pembuktian, Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga, Penyidik, Tahap 

Pemeriksaan Pendahuluan, Hakim, Tahap Pemeriksaan Pengadilan. 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang 

terutama perempuan,  yang berakibat timbulnya kesengsaraan  atau penderitaan 

secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran  rumah tangga termasuk 

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan 

secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
1
  

Kekerasan Dalam  Rumah Tangga dibedakan kedalam 4 (empat) macam
2
 : 

a. Kekerasan Fisik 

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh 

sakit atau luka berat.
3
 Perilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini 

antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut 

(menjambak), menendang, menyundut dengan rokok, memukul/melukai 

dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti 

                                                             
1 Pasal 1 Undang-Undang  No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 95. Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia No. 4419. 
2 Pasal 5 Undang-Undang  No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 95. Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia No. 4419. 
3 Pasal 6 Undang-Undang  No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 95. Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia No. 4419. 



bilur-bilur, muka lebam, biru-biru pada tubuh, gigi patah atau bekas luka 

lainnya.  

 b.  Kekerasan  Psikis  

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, 

hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak 

berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
4
 

Contoh perbuatan yang dapat dikategorikan kekerasan psikis adalah 

menghina, mengancam atau menakut-nakuti sebagai saran untuk memaksakan 

kehendak, atau mengisolasi istri dari dunia luar.
5
 

c.   Kekerasan  Seksual 

Kekerasan jenis ini meliputi:
6
  a. pemaksaan hubungan seksual yang 

dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; 

b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah 

tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. 

d.   Kekerasan  Ekonomi (pelantaran rumah tangga). 

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah 

tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena 

                                                             
4 Pasal 7 Undang-Undang  No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 95. Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia No. 4419. 
5 Rika Saraswati. 2009. Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 

Semarang: PT. Citra Aditya Bhakti. hlm. 23. 
6 Pasal 8 Undang-Undang  No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 95. Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia No. 4419. 



persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau 

pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah 

tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri.
7
 

Korban kekerasan dalam rumah tangga bisa berasal dari berbagai macam 

lapisan masyarakat.
8
 Mulai dari masyarakat lapisan bawah hingga lapisan atas. 

Seperti artis, pejabat, PNS, dan kalangan lainnya. Kekerasan dalam rumah tangga 

ini dapat menimpa istri, suami, anak ataupun orang yang menetap dalam 

lingkungan keluarga tersebut, termasuk pembantu rumah tangga.
9
  Secara umum 

lebih banyak wanita yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan pria 

adalah pelakunya.
10

  

Menurut Dr. Susan Hanks, Direktur Institut Keluarga dan Kekerasan di 

Alamaeda California, mengatakan tidak ada ciri khusus mengenai pria yang 

menganiaya wanita. Apakah pria tersebut dari umur, kondisi ekonomi, atau 

kelainan seksual tertentu. Pria yang menganiaya karena kondisi psikologisnya. 

Pria yang menganiaya ingin mencari kekuatan atau mengontrol pasangannya atau 

hidup mereka sendiri. Bisa juga karena mereka akan terus-menerus bergantung 

                                                             
7 Pasal 9 Undang-Undang  No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 95. Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia No. 4419. 
8 Rena Yulia. 2010. Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. 

Yogyakarta: Graha Ilmu.  hlm. 1. 
9 Ibid. 
10 Kristi Poerwandari dan Ester Lianawati. 2010. Petunjuk Penjabaran Kekerasan Psikis 

Untuk Menindaklanjuti Laporan Kasus KDRT. Jakarta: Universitas Indonesia. hlm. 7.   

  



pada wanita, dan khawatir akan ada aksi dari pihak wanita mengenai 

kebebasannya. Sebagian pria lainnya menganiaya karena itulah satu-satunya cara 

yang mereka ketahui untuk menjadi dekat dengan pasangannya.
11

 

Menurutnya sebagian pria penganiaya ini tumbuh dari rumah yang penuh 

kekerasan, dimana mereka menyaksikan ibu disiksa oleh ayah, dan mereka sendiri 

ikut dianiaya. Perasaan tidak berdaya dimasa lalu membuat mereka meniru 

perbuatan tersebut untuk mendapatkan kontrol penuh terhadap dirinya. Apalagi 

jika dahulu ibu tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap kekerasan yang 

dialami.
12

 

Penyebab kekerasan dalam rumah tangga lainnya adalah kemiskinan, dimana 

pria merasa tidak memiliki power didalam keluarga. Konflik dalam pekerjaan 

juga memicu stress yang sering membuat pria merasa mampu mengontrol wanita 

dirumah. Pria yang lain melakukan kekerasan dibawah pengaruh obat-obatan atau 

alkohol, meskipun substansi dari obat-obatan itu sendiri bukan penyebab 

kekerasannya. 
13

 

Meskipun sering disakiti, banyak wanita yang tidak mau meninggalkan 

hubungan yang penuh kekerasan tersebut dan melaporkannya ke pihak yang 

berwajib. Alasan wanita tidak mau meninggalkan hubungan yang penuh 

                                                             
11 Menurut berita harian Kompas yang dikutip oleh Rena Yulia. Op Cit. hlm. 2. 
12 Ibid. 
13 Ibid. hlm. 3. 



kekerasan tersebut diantaranya perasaan malu akan kondisi rumah tangganya, 

tidak ingin berpisah dari anaknya dan perasaan yang terlalu mencintai pria 

tersebut.
14

 Sedangkan alasan  mengapa  korban tidak mau melaporkan tindak 

pidana kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak yang berwajib sebagai 

berikut: 

Pertama, si pelaku dengan si korban memiliki hubungan keluarga atau 

hubungan karena perkawinan. Hal ini biasanya menyulitkan karena keengganan 

untuk melaporkan mengenai apa yang telah terjadi kepada mereka. Pemikiran 

yang juga ikut mendasari alasan ini adalah rasa takut pada diri si korban karena si 

pelaku biasanya tinggal satu atap dengan mereka sehingga apabila korban 

mengadukan apa yang telah terjadi kepada para pihak yang berwajib, si korban 

akan mendapat perlakuan yang lebih parah lagi dari pelaku ketika korban pulang 

atau ketika mereka bertemu kembali.
15

 Baik itu dalam bentuk kekerasan fisik 

maupun psikis. 

Kedua, keengganan korban mengadukan kekerasan yang telah menimpanya 

dapat juga disebabkan masih dipertahankannya pola pikir bahwa apa yang terjadi 

di dalam keluarga, sekalipun itu perbuatan-perbuatan kekerasan, sepenuhnya 

merupakan permasalahan rumah tangga pribadi. Dengan demikian, melaporkan 

                                                             
14 Ibid. 
15 Ibid. hlm. 4. 



hal tersebut atau bahkan hanya membicarakannya saja, sudah dianggap membuka 

aib keluarga.
16

 

Ketiga, kurang percayanya masyarakat kepada sistem hukum Indonesia 

sehingga mereka tidak memiliki pegangan atau kepastian bahwa mereka akan 

berhasil keluar dari cengkraman si pelaku.
17

  

Fakta dilapangan menunjukkan kasus kekerasan dalam rumah tangga 

meningkat setiap tahunnya, data kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat 

dilihat berbagai media berdasarkan laporan dari lembaga-lembaga yang peduli 

terhadap masalah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Misalnya Menurut 

laporan KOMNAS Perempuan pada tahun 2001, terdapat 3.160 kasus kekerasan 

terhadap perempuan diseluruh Indonesia. Kemudian bertambah menjadi 5.163 

setahun kemudian, kemudian pada tahun 2003 menjadi 7.787 dan pada tahun 

berikutnya meningkat menjadi 14.020. Dari 14.020 kasus kekerasan tersebut 

sejumlah 4.310 merupakan kasus kekerasan dalam rumah tangga.
18

 

Data di Rifka Annisa Women‟s Crisis Center menunjukkan sejak tahun 1994 

sampai 2003 kekerasan dalam rumah tangga mencapai jumlah 1.511 kasus,  

dengan kecenderungan mengalami peningkatan setiap tahun. Mulai tahun 1994 

ada 18 kasus, tahun 1995 ada 82 kasus, tahun 1996 sebanyak 134 kasus, tahun 

                                                             
16 Ibid.   
17 Ibid.  hlm. 4-5. 
18 Ibid 



1997 ada 188 kasus, tahun 1998 ada 208 kasus, dan tahun 1999 terdapat 182 

kasus. Dari 706 kasus pengaduan terbanyak mencapai 70% adalah korban 

kekerasan yang dilakukan oleh suami. Bahkan, ada korban yang sampai buta.
19

  

Dari banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga diatas, data kekerasan 

psikis yang terjadi dalam rumah tangga cenderung meningkat dibandingkan 

kekerasan lainnya, hal tersebut terlihat dari laporan LBH APIK Jakarta berikut:
20

 

Jumlah Kasus Kekerasan yang terjadi dalam Rumah Tangga / Domestik di LBH 

APIK JAKARTA Tahun 1998 – 2002 

Kekerasan 1998 1999 2000 2001 2002 

Fisik 33 52 69 82 86 

Psikis 119 122 174 76 250 

Ekonomi 58 58 85 16 135 

Seksual 3 15 1 0 7 

 Sumber: LBH APIK Jakarta, 2002. 

Selain di kota Jakarta, kasus kekerasan psikis juga cenderung meningkat di 

kota lainnya, hanya saja dari sekian banyak kasus yang terjadi tidak semua kasus 

                                                             
19 Rika Saraswati. Op Cit.  hlm. 2.  
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 Rochmat Wahab. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Psikologis Dan Edukatif. 
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tersebut dilaporkan di pihak yang berwajib yang dikarenakan berbagai faktor, 

sehingga kekerasan psikis ini tidak terdata seluruhnya. Seperti di kota 

Prabumulih, hanya ada satu kasus kekerasan psikis yang tercatat di Pengadilan 

Negeri Prabumulih, yang kemudian nantinya kasus ini akan dteliti dalam skripsi 

ini. Kasus kekerasan psikis tersebut atas nama terdakwa H. Andriyanto SS bin 

Azziz dengan nomor perkara No.1/PID.B/2010/PN PBM. Terdakwa H. 

Andriyanto SS bi Azziz telah terbukti melakukan kekerasan psikis dalam rumah 

tangga terhadap istrinya.
21

 

Berdasarkan kasus tersebut peneliti akan meneliti kekerasan psikis dari segi 

pembuktiannya. Pembahasan mengenai hal ini adalah sangat penting karena untuk 

membuktikan kekerasan psikis termasuk tidak mudah dan tidak setiap orang dapat 

menilai bahwa seseorang mengalami kekerasan psikis, termasuk hakim.
22

  

Pembuktian tentang benar/tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang 

didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana.
23

 Dalam hal ini pun 

hak asasi manusia dipertaruhkan.
24

 Bagaimana akibatnya jika seseorang yang 

didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwa berdasarkan alat 

                                                             
21 Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih No.17/PID.B/2010/PN.PBM. 
22 Rika Saraswati. Op Cit.  hlm. 22. 
23 Jur Andi Hamzah. 2010. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 249. 
24 Ibid 



bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar.
25

 untuk inilah maka 

hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materill. 

Proses pembuktian dilakukan pada pemeriksaan pendahuluan dan 

pemeriksaan di sidang pengadilan. Pemeriksaan pendahuluan adalah pemeriksaan 

yang dilakukan pertama kali oleh polisi, baik sebagai penyelidik maupun sebagai 

penyidik, apabila ada dugaan bahwa hukum pidana materill telah dilanggar.
26

 

Penyelidik mempunyai tugas mengumpulkan minimal dua alat bukti, yang alat 

buktinya ditentukan undang-undang  untuk melakukan penangkapan terhadap 

seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Sedangkan penyidik mempunyai 

tugas untuk  menentukan apakah proses peradilan seseorang dapat diteruskan atau 

tidak berdasarkan alat bukti yang telah terungkap diproses penyidikan.  

Pemeriksaan disidang pengadilan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk 

menentukan apakah dugaan bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana 

itu dapat dipidana atau tidak.
27

 Jika pada pemeriksaan pendahuluan pihak yang 

berwenang melakukan pembuktian adalah polisi maka pada pemeriksaan di 

sidang pengadilan pihak yang berwenang melakukan pembuktian adalah hakim. 

                                                             
25 Ibid.   
26 Syarifuddin Pettanase. 2010. Hukum Acara Pidana. Palembang: Angkasa Bandung. hlm. 
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27 Ibid.  



Hakim didalam menjalankan tugasnya mencari kebenaran materill wajib  menaati 

ketentuan-ketentuan tentang alat bukti yang disebut dalam undang-undang.
28

 

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP seorang hakim tidak boleh menjatuhkan 

pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat 

bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-

benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.
29

 Ketentuan 

mengenai minimal dua alat bukti yang sah pada pasal ini berbeda pada 

Pembuktian kasus kekerasan dalam rumah tangga terdapat penyimpangan hukum 

sehingga berlaku azas Lex Specialis derogat Lege Generalis. Di dalam undang-

undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan,”Sebagai salah 

satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk 

membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti 

yang sah lainnya”.
30

 

Berdasarkan latar belakang inilah peneliti akan membahas skripsi yang 

berjudul,“SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN 

PSIKIS YANG TERJADI DALAM RUMAH TANGGA.” 

 

                                                             
28 Ibid. hlm. 191. 
29 Jur Andi hamzah. Op Cit. hlm. 254. 
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Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 95. Tambahan Lembaran Negara Republik 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka ditemukanlah suatu perumusan 

masalah berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan sistem pembuktian tindak pidana kekerasan psikis 

dalam rumah tangga studi terhadap kasus perkara pidana 

No.17/Pid.B/2010/PN PBM? 

2. Bagaimana penyidik dan hakim melakukan pembuktian terhadap tindak 

pidana kekerasan psikis yang terjadi dalam rumah tangga? 

 

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

1) Untuk mengetahui pelaksanaan sistem pembuktian tindak pidana 

kekerasan psikis dalam rumah tangga studi terhadap kasus perkara pidana 

No.1/Pid.B/2010 PN PBM. 

2) Untuk mengetahui pembuktian yang dilakukan penyidik dan hakim dalam 

melakukan pembuktian tindak pidana kekerasan psikis yang terjadi dalam 

rumah tangga. 

2. Kegunaan Penelitian 

1) Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan kepada pengetahuan hukum yang lebih baik mengenai sistem 

pembuktian tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga. 



2) Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan 

atau sumbangan pemikiran bagi kalangan praktisi hukum maupun bagi 

masyarakat Indonesia agar lebih memahami sistem pembuktian tindak 

pidana kekerasan psikis baik secara normatifnya maupun secara 

prakteknya. 

 

D. Kerangka Teori 

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik 

yang terbuka (overt) atau tertutup (covert) dan baik yang bersifat menyerang 

(offensive) atau yang bersifat bertahan (deffense) yang disertai penggunaan 

kekuatan kepada orang lain.
31

 Kekerasan (violence) menurut sebagian para 

ahli disebut sedemikian rupa sebagai tindakan yang mengakibatkan terjadinya 

kerusakan baik fisik ataupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan 

dengan hukum.
32

 Oleh karena itu kekerasan adalah sebagai suatu bentuk 

kejahatan.
33

 

Kamus bahasa Indonesia mengartikan kekerasan dengan Perihal yang 

bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau 

                                                             
31 Anonim.  Kekerasan Menurut Hukum Pidana. http://digilib.unpas.ac.id. diakses pada 

tanggal 1 Agustus 2013. 

32 Ibid.  
33 Ibid.  

http://digilib.unpas.ac.id/files/disk1/11/jbptunpaspp-gdl-nenghamiid-506-2-babiib-s.pdf


matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, 

atau ada paksaan.
34

 Menurut penjelasan ini, kekerasaan itu merupakan wujud 

perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau 

penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah 

berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain 

yang dilukai.
35

 

Kekerasan menurut Arif Gosita adalah tindakan-tindakan yang melawan 

hukum, yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang terhadap orang lain 

baik untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, dan yang menimbulkan 

penderitaan, fisik, dan sosial.
36

 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian yang 

otentik tentang apa yang dimaksudkan dengan kekerasan. Dalam KUHP 

disebutkan bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan itu, 

membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Pada 

penjelasan pasal 89 KUHP dijelaskan bahwa Melakukan kekerasan artinya 

mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, 

misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, 

menyepak, menendang dan sebagainya. Yang disamakan dengan kekerasan 

menurut pasal ini adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. 
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Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap 

seseorang terutama perempuan,  yang berakibat timbulnya kesengsaraan  atau 

penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran  rumah 

tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau 

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah 

tangga.
37

 

2. Pengertian Pembuktian 

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan  

pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan  

kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan  

ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan  

boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.
38

 

Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha  

untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima 

akal  terhadap kebenaran peristiwa tersebut.
39

 Pembuktian mengandung arti 
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Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 95. Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia No. 4419. 
38 M.Yahya Harahap. 2006.   Pembahasan  Permasalahan dan Penerapan  KUHAP: 
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39 Martiman Prodjohamidjojo. 1984.   Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang  

Hukum Acara  Pidana, Jakarta:  Pradnya Paramitha. hlm. 11.   



bahwa  benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang  

bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.
40

 

Sumber-sumber pembuktian, diantaranya adalah:
41

 (a) Undang-undang, 

(b) doktrin atau ajaran, dan (c) Yurisprudensi. Perlu diketahui disini bahwa 

ketika didalam praktik pembuktian menemukan kesulitan dalam 

penerapannya atau menjumpai kekurangan atau untuk memenuhi kebutuhan 

maka dipergunakan doktrin atau yurisprudensi. 

Sistem atau Teori Pembuktian
42

 

1.   Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (conviction intime) 

Terbukti tidaknya kesalahan terdakwa semata-mata ditentukan atas penilaian 

keyakinan atau perasaan hakim. Dasar hakim membentuk keyakinannya 

tidak perlu didasarkan pada alat bukti yang ada. 

2.   Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (positif  

wettelijk bewijs theori) 

Apabila suatu perbuatan terdakwa telah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti 

sah menurut undang-undang, maka hakim harus menyatakan terdakwa 

terbukti bersalah tanpa mempertimbangkan keyakinannya sendiri. 
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42 Jur Andi Hamzah. Op Cit. hlm. 249-257.  

 

http://syafrizal.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/32484/M07_+Hukum+Pembuktian.ppt


3.   Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis 

(conviction rasionnee) 

Putusan hakim didasarkan atas keyakinannya tetapi harus disertai 

pertimbangan dan alasan yang jelas dan logis. Di sini pertimbangan hakim 

dibatasi oleh reasoning yang harus reasonable. 

4.   Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (negatif 

wettelijk bewijs theorie) 

Sistem pembuktian ini berada diantara sistem positif wettelijk dan sistem 

conviction resionnee Salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh 

keyakinan hakim yang didasarkan pada cara dan dengan alat-alat bukti yang 

sah menurut undang-undang. 

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP sistem pembuktian indonesia adalah sistem 

pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Pasal 183 KUHAP 

tersebut berbunyi,”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang 

kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 

terdakwalah yang bersalah melakukannya”. 

 

E. Metode Penelitian 

Penelitian pada dasarnya merupakan, “suatu upaya pencarian” dan bukannya 

sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek yang mudah terpegang di 



tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu research, yang 

berasal dari kata re (kembali) dan to search (mencari), artinya secara logawiyah 

diartikan “mencari kembali”. Pada dasarnya sesuatu yang dicari itu tidak lain 

adalah “pengetahuan” atau lebih tepatnya adalah “pengetahuan yang benar”. 
43

 

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang 

didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan 

untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan 

menganalisisnya kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam 

terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan 

atau permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan. 
44

 

1. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

hukum empiris yang artinya meneliti data sekunder pada awalnya, kemudian 

untuk dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan.
45

 

Penelitian ini terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum  dan 

penelitian terhadap efektifitas hukum. Sebab penelitian hukum yang 

dilakukan dalam skripsi ini dengan cara meneliti bahan pustaka (data 

sekunder) terlebih dahulu sebagai bahan awal untuk melakukan penelitian 

                                                             
43 Bambang Sunggono. 2011. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT.Raja Grafindo 

Persada. hlm. 27-28.  
44 Soerjono Soekanto.1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. hlm. 43.  
45 Ibid. 



lapangan (data primer). Adapun metode pendekatan yang digunakan penulis 

yaitu pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) , pendekatan kasus 

(Case Approach), dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach). 

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua 

peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan 

permasalahan (isu hukum)  yang sedang dihadapi. Pendekatan kasus 

dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang 

dihadapi. Kasus tersebut ialah kasus yang telah memperoleh putusan 

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pendekatan konseptual artinya 

mempelajari/melihat pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang 

dalam ilmu hukum. 

2. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
46

 : 

1) Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan 

mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang 

berwujud laporan, dan sebagainya. 

2) Data primer, adalah data yang diperoleh dari studi lapangan. 
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b. Sumber data  

1) Data Primer  

Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berupa 

pengamatan maupun wawancara yang terstruktur yaitu dengan 

menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman. 

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, 

ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang 

relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.
47

 

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara Hakim 

Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara 

pidana kekerasan psikis yang terjadi dalam rumah tangga.  

2) Data Sekunder  

Data hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan 

dokumen yang meliputi
48

: 

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat 

dan terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana,  Undang-Undang  No. 23 

                                                             
47 Fred N. Kerlinger. 1996. Asas-Asas Penelitian Behavioral diterjemahkan Landung 

R.Simatupang. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. hlm. 770. 
48  Bambang Sunggono. Op.Cit. hlm. 113-114.  



Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 

2006 Tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan 

Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan peraturan 

perundang-undangan terkait lainnya serta Putusan Pengadilan 

Negeri Prabumulih No.17/Pid. B/2010/ PN PBM. 

b) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-undang, hasil 

penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum dan 

sebagainya. 

c) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberi petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya 

kamus-kamus (hukum), indeks kumulatif, dan sebagainya. Agar 

diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan 

permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus 

relevan dan muktahir. 

3. Teknik Pengumpulan Data   

Untuk memperoleh data yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka 

peneliti menggunakan 2 (dua) metode, yaitu : 



a. Data sekunder dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan
49

 (library 

research), yaitu metode penelitian yang menggunakan buku-buku 

perpustakaan, koran, literatur-literatur yang berhubungan dengan 

permasalahan skripsi ini. 

b. Data primer dikumpulkan dengan cara studi lapangan
50

 (field research), 

yaitu metode yang dipergunakan dengan melakukan pengamatan secara 

langsung ke lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara 

yang terstruktur yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai 

pedoman. Dengan penentuan responden atau informan mengetahui dan 

menguasai permasalahan yang akan dibahas.  

4. Lokasi Penelitian 

Tempat yang akan dijadikan peneliti sebagai lokasi penelitian adalah kota 

Prabumulih khususnya Pengadilan Negeri Prabumulih yang telah memeriksa 

dan mengadili perkara pidana kekerasan psikis yang terjadi dalam rumah 

tangga.  

5. Populasi dan Sampel 

Penelitian ini populasinya adalah Pengadilan Negeri yang telah memeriksa 

dan mengadili kasus tindak pidana kekerasan psikis No.1/Pid.B/2010 PN 

PBM. Atas nama terdakwa H. Andriyanto, SS bin Azziz.  Namun,  dalam  

                                                             
49 Amirudin dan Zainal Asikin. Op Cit. hlm. 30. 
50 Ibid.  



penelitian  ini  dibatasi  hanya  di  wilayah Peradilan Negeri Prabumulih tidak 

sampai pada Peradilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Pembatasan  wilayah  

Peradilan  ini  dilandasi    pertimbangan/pemikiran   bahwa dari Pengadilan 

Prabumulih tersebut peneliti sudah bisa memperoleh dokumen-dokumen 

resmi ataupun bahan-bahan penelitian yang dapat menyelesaikan rumusan 

masalah peneliti. 

Sedangkan teknik menentukan sampel dengan menggunakan teknik 

Purposive Sampling. Teknik purposive  sampling  maksudnya  tidak semua 

elemen/unit atau individu dalam populasi mempunyai kesempatan atau 

probabilitas yang sama untuk dapat menjadi responden sebagaimana 

probability sampling.
51

 Teknik  penarikan sample pada peneitian ini dilakukan 

dengan pengambilan data di lapangan yaitu dengan melakukan wawancara 

terhadap narasumber yaitu para pihak yang memiliki keterkaitan terhadap 

penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan psikis yang terjadi dalam rumah 

tangga atas nama terdakwa H. Andriyanto SS Bin Azziz dengan nomor 

perkara No.17/Pid.B/2010/PN.PBM. 

6. Teknik Pengolahan Data dan Analisis data   

Penulisan skripsi ini menggunakan analisis secara kualitatif yaitu 

menganalisis data-data yang berupa keterangan-keterangan dan bahan-bahan 

                                                             
51 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985.Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, Jakarta: CV.Rajawali. hlm. 34. 



tertulis.
52

 Data-data yang dijabarkan berupa data primer yang diperoleh  dari 

hasil penelitian lapangan melalui wawancara dengan responden serta data 

sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan.
53

 

7. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan merupakan hasil akhir sebuah penelitian yang disusun sesuai 

dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang baik adalah jawaban atas 

perumusan atau pertanyaan penelitian.
54

 Penarikan kesimpulan pada 

penelitian ini adalah deduktif. Penarikan kesimpulan Deduktif adalah menarik 

suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-

pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio (berpikir 

rasional).
55

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
52 Burhan Ashshofa. 2010. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 67-68.  
53 Ibid.  
54 Beni  Ahmad Saebani. 2009. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Pustaka Setia. hlm. 93.  
55 Ibid. hlm. 111. 
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